KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan alat utama
sistem senjata Tentara Nasional Indonesia yang dapat
dipertanggungjawabkan baik dari segi jumlah, maupun
kualitas dan kegunaannya serta kesesuaiannya dengan
kebutuhan Postur Pertahanan Negara, diperlukan
pengaturan lebih lanjut;

bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun
2008 tentang Pembinaan Perencanaan dan Penentuan
Kebutuhan Materiil Pertahanan Negara di Lingkungan
Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan
perundangan-undangan, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyelenggaraan

Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata

Tentara ...




Mengingat:

Menetapkan:

Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian

Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan  Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri
Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5343);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang
Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat

Peralatan Pertahanan Keamanan dari Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALAT
UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perencanaan Kebutuhan yang selanjutnya disebut
Renbut adalah proses penyusunan dokumen Renbut
berdasarkan kebutuhan pada Postur Pertahanan Negara,

yang meliputi penyusunan backward planning, Opsreq,

spesifikasi ...




spesifikasi teknis, daftar calon penyedia potensial,
perkiraan biaya/LCC dan studi kelayakan secara iteratif
sampal dengan dihasilkannya dokumen Renbut yang
memenuhi syarat untuk penganggaran dan pengadaan
secara akuntabel.

Alat Utama Sistem Senjata yang selanjutnya disebut
Alutsista adalah alat peralatan utama  beserta
pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata
yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
pokok Tentara Nasional Indonesia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertahanan.

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

Panglima adalah Panglima TNI.

Dokumen Teknis adalah dokumen yang disiapkan oleh
Pembina Item/Pembina Materiil/Pembina Teknik U.O.
Angkatan setelah terbitnya Opsreq dari Staf Operasi
Mabes TNI/Angkatan, yang meliputi spesifikasi teknik,
rencana distribusi, kebutuhan sarana prasarana,
kebutuhan standarisasi, kebutuhan kelaikan, kebutuhan
kodifikasi, design, dan model yang teruji, serta prototype
bila diperlukan.

Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri
atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik
swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau
seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan,
Jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan
strategis di bidang pertahanan yang berlokasi di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadwal Perencanaan Kebutuhan (backward planning)
adalah penentuan jadwal tahapan kegiatan setelah
Postur Pertahanan Negara disahkan, melalui
penghitungan waktu mundur yang berturut-turut

dimulai dari saat penggelaran Alutsista TNI sampai

dengan ...




10.

11.

14.

15.

dengan saat dimulainya penyusunan Operational
Requirement.

Life Cycle Cost (LCC) adalah perkiraan kebutuhan biaya
mulai dari pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan
sampai dengan penghapusan.

Perkiraan Biaya (Kirbia) adalah perkiraan kebutuhan
biaya pengadaan barang/jasa.

Operational Requirement yang selanjutnya disebut Opsreq
adalah jabaran dari tuntutan operasional Alutsista TNI,
dalam bentuk kemampuan daya gerak, daya gempur,
daya tahan, kemampuan manuver, kemampuan kendali
dan lain-lain yang digunakan sebagai dasar dalam
menyusun Spesifikasi Teknis.

Ofset  adalah pengaturan antara pemerintah  dan
pemasok senjata dari luar negeri untuk mengembalikan
scbagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal
i negera Republik Indonesia sebagai salah satu
persyvaratan jual beli.

Transfer of Technology vang selanjutnya disingkat ToT
adalah proses mentransfer keterampilan, pengetahuan,
teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan
fasilitas antara Pembeli/Pengguna dan Penjual serta
antar  lembaga lain untuk memastikan bahwa
perkembangan ilmiah dan teknologi dapat diakses
dengan jangkauan yang lebih luas dari pengguna yang
kemudian dapat lebih mengembangkan dan
memanfaatkan teknologi menjadi produk baru, proses,
aplikasi, bahan atau jasa.

Postur Pertahanan Negara adalah dokumen strategis
Kementerian Pertahanan yang disusun berdasarkan
Doktrin Pertahanan Negara dan Strategi Pertahanan
Negara, berisikan rancangan kekuatan dan kemampuan
pertahanan serta waktu dan tempat penggelarannya.
Spesifikasi Teknis yang selanjutnya disebut Spektek

adalah syarat-syarat teknis materiil yang terukur dan

merupakan ...




16.

17.

merupakan penjabaran dari Opsreq dengan
memperhatikan perkembangan teknologi yang tersedia
serta kebutuhan kemandirian.

Studi Kelayakan adalah analisa terhadap peluang/
keunggulan, masalah dan solusi/ mitigasi dari berbagai
aspek untuk menentukan layak atau tidaknya Alutsista
TNI tertentu yang akan diadakan, meliputi antara lain
aspek teknis, operasional, interoperability, sumber
(negara dan pabrikan), ekonomi, politik, legal, organisasi,
target waktu dan pemberdayaan industri dalam negeri
untuk kemandirian.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga yang
sclanjutnya disingkat RKA K/L adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu Kementerian Negara/ Lembaga dan
scbagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang
bersangkutan dalam satu  tahun anggaran serta

anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

Pasal 2

Penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan Postur Pertahanan Negara baik

dalam pembangunannya, pemeliharaannya maupun
penggunaannya, serta mempermudah bagi proses
berikutnya yaitu proses penganggaran dan pengadaan.

Penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas:

a. manfaat, yaitu harus memberikan kegunaan yang
sebesar-besarnya bagi pembangunan, pemeliharaan,
dan penggunaan Postur Pertahanan Negara;

b. efisien, yaitu memenuhi kebutuhan kekuatan,
kemampuan, dan gelar sesuai Postur Pertahanan
Negara, yang diusahakan dengan biaya dan waktu

yang paling ekonomis;

c. efektif ...




efektif, yaitu memenuhi kebutuhan kekuatan,
kemampuan maupun waktu dan tempat
penggelaran sesuai Postur Pertahanan Negara;
berlanjut, yaitu mengarah pada keberlanjutan
kesiapan Postur Pertahanan Negara melalui
optimalisasi peran industri dalam negeri dalam
rangka kemandirian penyiapan Alutsista TNI;
keterpaduan, yaitu adanya sinkronisasi Renbut
Alutsista TNI antara U.O. Mabes TNI dan U.O.
Angkatan baik dalam Opsreq, Spektek, sumber/
penyedia, perhitungan biaya maupun studi
kelayakannya, sehingga diperoleh perencanaan
kebutuhan yang terpadu/interoperabilitas antar
matra;

rasional, yaitu harus direncanakan secara logis
dengan melalui studi kelayakan yang komprehensif
sebelum penetapannya; dan

akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan terdokumentasikan dengan baik dan

lengkap.

BAB II
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kebijakan umum dalam rangka penyelenggaraan Renbut

Alutsista TNI terdiri atas:

a.

I

kebijakan strategis; dan

kebijakan Renbut Alutsista TNI.

Bagian ...




Bagian Kedua

Kebijakan Strategis

Pasal 4
Kebijakan strategis dalam rangka penyelenggaraan
Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a berpedoman pada:
a. Doktrin Pertahanan Negara;
b. Strategi Pertahanan Negara; dan
c. Postur Pertahanan Negara.
Renbut Alutsista TNI wajib mengutamakan produksi
industri pertahanan dalam negeri.
Dalam  hal industri pertahanan dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat
memenuhi  kebutuhan,pengguna dapat menggunakan
produk luar negeri, dengan mengikutsertakan partisipasi
industri pertahanan dalam negeri, memenuhi kewajiban
imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset serta

jaminan tidak ada embargo.

Pasal 5

Doktrin Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan penuntun
awal dalam pelaksanaan Renbut Alutsista TNI.

Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan bagian dari penyiapan kekuatan dan
logistik pertahanan, diselenggarakan secara dini dan
terpadu dengan pembangunan nasional untuk tujuan
kesejahteraan.

Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dipersiapkan secara cepat dan tepat serta
menjamin ketersediaannya bagi keberlangsungan usaha

pertahanan negara.

Pasal 6

Strategi Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ...




Pasal 4 ayat (1) huruf b diimplementasikan dalam memenuhi

Renbut Alutsista TNI yang berkelanjutan serta mendukung

efektifitas, efisiensi, dan kemandirian industri pertahanan

Pasal 7

Postur Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan acuan utama dalam
Renbut Alutsista TNI, baik dalam hal pembangunan
maupun pemeliharaan Alutsista TNI.

Sclain Postur Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), acuan lain yang digunakan dalam Renbut
Alutsista TNI yaitu kebutuhan yang timbul dalam
dinamika operasional TNI.

Alutsista TNI yang telah tercantum dalam Postur
Pertahanan  Negara wuntuk diadakan dan atau
memerlukan pemeliharaan, harus segera diproses
perencanaan kebutuhannya setelah Postur Pertahanan

Negara tersebut disahkan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Perencanaan Kebutuhan

Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia

Pasal 8

Penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI perlu memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

a.

b.

periodisasi proses penganggaran;

proses iteratif, yaitu dilakukan berulang untuk
mendapatkan rumusan dokumen teknis, calon penyedia
dan perkiraan biaya/LCC yang terbaik sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan;

konsistensi pencapaian sasaran postur yaitu
kemampuan, kekuatan, dan gelar baik dari sisi waktu
maupun tempat;

memaksimalkan data/referensi;

pendokumentasian proses secara kronologis;

f. memenuhi ...




memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan lebih
mengutamakan penggunaan produk industri dalam
negeri untuk meningkatkan kemampuan industri
pertahanan;

dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI, harus
melalui proses standardisasi, kelaikan dan kodifikasi
Alutsista TNI;

dokumen Renbut Alutsista TNI harus dapat menjadi
dokumen pendukung dalam proses penganggaran yang
memenuhi kelayakan dan pengadaan yang cepat dan
akuntabel; dan

dokumen Renbut sebagai dasar dalam pengajuan
penganggaran, sehingga diharapkan memperlancar
penelaahan, mengurangi pemblokiran (tanda bintang)

dan revisi, serta memperlancar proses pengadaan.

BAB III
FUNGSI, TUJUAN, KEWENANGAN,
TANGGUNG JAWAB, DAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu

Fungsi dan Tujuan

Pasal 9
Fungsi Renbut Alutsista TNI untuk menterjemahkan
kebutuhan Postur Pertahanan Negara, baik dalam
rangka pengembangan, penggunaan, maupun
pemeliharaannya kedalam item kebutuhan yang memiliki
kejelasan dalam hal:
a. waktu dan tempat penggelaran Alutsista TNI :
b.  jumlah, jenis, kualitas, Spektek, dan karakteristik
yang dibutuhkan;
c. skema pengadaan Alutsista TNI yang meliputi
pemaketan, sumber pendanaan, penentuan sumber
pendanaan dari dalam negeri atau luar negeri,

termasuk kebutuhan imbal dagang, kandungan

lokal, ...
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lokal, dan ofset bila diperlukan;

waktu yang dibutuhkan untuk:

1.

2.
3.
4.

diterimanya Alutsista, yang terdiri atas waktu
pembangunan instalasi, pengiriman, uji coba,
scleksi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang
diperlukan;

pemilihan penyedia;

penganggaran; dan

penyusunan Renbut U.O.

perkiraan biaya atau perhitungan LCC;

Studi Kelayakan; dan

dokumen pendukung atau referensi terkait.

(2) Tujuan penyelenggaraan Renbut Alutsista TNI agar

proses

penganggaran, pengadaan, pembiayaan, dan

pengawasan dalam rangka pengembangan, penggunaan,

maupun pemeliharaan Alutsista TNI yang ada dalam

Postur Pertahanan Negara dapat dilaksanakan dengan

mudah dan akuntabel.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pasal 10

Kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan Renbut

Alutsista TNI sebagai berikut:

a. Kemhan:

1.

Ditjen Kuathan Kemhan bertanggung jawab dalam:

perumusan tahap awal dalam Renbut Alutsista
TNI;
supervisi terhadap proses berikutnya; dan

penyusunan Renbut Alutsista TNI, yang
merupakan tahap akhir dalam Renbut, setelah

melalui proses penyusunan di U.O.

[tjen Kemhan bertanggung jawab dalam pengawasan

terhadap keseluruhan proses Renbut Alutsista TNI;

dan

3. dalam ...
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dalam hal pengendalian terhadap proses Renbut

Alutsista TNI, yaitu:

a) Ditjen Strahan Kemhan sebagai pengendali
fungsi strategi;

b) Ditjen Renhan Kemhan sebagai pengendali
fungsi anggaran;

c) Digjen Pothan Kemhan sebagai pengendali
fungsi penguasaan teknologi, imbal dagang,
kandungan lokal dan ofset; dan

d) Balitbang Kemhan sebagai pengendali fungsi

Litbang.

Mabes TNI/Angkatan:

1.

Staf Operasi TNI/Angkatan bertanggung jawab

dalam perumusan Opsreq Alutsista TNI;

Staf Logistik/Staf Komunikasi dan Elektronik

TNI/Angkatan bertanggung jawab dalam

penyusunan dokumen teknis, Daftar Calon Penyedia

Potensial, Kirbia/LCC dan Studi Kelayakan untuk

U.0O.;

Iyen TNI/Angkatan bertanggung jawab dalam

pengawasan terhadap keseluruhan proses Renbut

Alutsista U.O.;

pengendalian terhadap proses Renbut Alutsista

U.O., yaitu:

a) Asisten Perencanaan Umum/Asisten
Perencanaan Anggaran Panglima TNI/Kepala
Staf Angkatan sebagai pengendali fungsi
anggaran;

b) Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan
sebagai pengendali fungsi penelitian dan
pengembangan. _

Pembina Item/Pembina Materiil/Pembina Teknik

sebagai pelaksana proses penyusunan Dokumen

Teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial, Kirbia/LCC

dan Studi Kelayakan Alutsista U.O.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Persetujuan Renbut Alutsista TNI

Pasal 11

Kewenangan dalam memutuskan persetuyjuan dokumen

Renbut, diatur sebagai berikut:

a. Kemhan, meliputi:

1.

dokumen awal Renbut Alutsista TNI disetujui oleh
Dirjen Kuathan Kemhan atas nama Menteri.
dokumen akhir Renbut Alutsista TNI disetujui oleh

Dirjen Kuathan Kemhan atas nama Menteri.

b.  Mabes TNI/Angkatan, meliputi:

1.

Opsreq Alutsista U.O., disetujui oleh Asisten Operasi
atas nama Ka U.O.;

Dokumen teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial,
Kirbia/LCC dan Studi Kelayakan untuk U.O. Mabes
TNI,  disetujui oleh Asisten Logistik/Asisten
Komunikasi dan Elektronik atas nama Ka U.0.;
Dokumen teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial,
Kirbia/LCC dan Studi Kelayakan untuk U.O.
Angkatan, disetujui oleh Asisten Logistik atas nama
Ka U.O.; dan

Dokumen Renbut Alutsista U.O., disetujui oleh
Asisten Logistik/Asisten Komunikasi dan Elektronik

atas nama Ka U.O.

BAB IV
DOKUMEN DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dokumen Renbut

Pasal 12

Dokumen Renbut Alutsista TNI terdiri atas:

a. Backward Planning;

b. Skema Pengadaan;

c. Elemen ...
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Elemen Penganggaran;

Opsreg;

Dokumen Teknis beserta referensinya;
Daftar Calon Penyedia Potensial;
Kirbia/LCC beserta referensinya; dan

Studi Kelayakan.

Pasal 13

Dokumen Backward Planning sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a menggambarkan jadwal
penggelaran Alutsista TNI, pengadaan, penganggaran
dan jadwal kegiatan penyusunan dokumen Renbut yang
dimulai dari perumusan Opsreq;
Dokumen Skema Pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b meliputi penentuan kebijakan
penganggaran dan pengadaan untuk membuat/membeli
dari dalam/luar negeri termasuk kebijakan Imbal
Dagang, Kandungan Lokal dan ofset serta Jenis Dana
maupun Pemaketan;
Dokumen Elemen Penganggaran RKA K/L sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢ mendefinisikan
elemen-elemen yang dibutuhkan untuk penyusunan RKA
K/L meliputi diantaranya output, outcome, indikator
kinerja dan, proyeksi kegiatan/anggaran;
Dokumen Opsreq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf d berisi persyaratan dan kemampuan operasional
Alutsista TNI yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan
pertahanan negara sesuai tuntutan Doktrin Pertahanan
Negara, Strategi Pertahanan Negara, dan Postur
Pertahanan Negara, antara lain meliputi:

kehandalan (reliability);

a.
b.  kemampuan beradaptasi (adaptability);

o

daya tahan (sustainability); dan

2

kemampuan kerjasama operasional
(interoperability).
Dokumen tecknis beserta referensinya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri atas:
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a. Spektek ...

a. Spektek

b. rencana distribusi;

c.  kebutuhan sarana dan prasarana pendukung;
kebutuhan standardisasi, kodifikasi dan kelaikan;
dan

¢. design dan model yang teruji, serta prototype bila
diperlukan.

Dokumen Daftar Calon Penyedia Potensial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berisi daftar calon
penyedia potensial yang sudah terseleksi melalui proses
validasi oleh Tim Penyusun Dokumen Teknis, Daftar
Calon Penyedia Potensial, Kirbia/LCC.

Dokumen Kirbia/LCC beserta referensinya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf g berisi perkiraan

kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan
pengadaan Alutsista TNI mulai dari tahap perencanaan
sampai distribusi Alutsista TNI, meliputi:

a. biaya perencanaan;
biaya administrasi kegiatan meliputi biaya
pengawasan dan pengendalian, uji fungsi/uji terima
dan kelaikan;

c. harga Alutsista TNI termasuk biaya asuransi,
angkutan/distribusi, pajak, pelatihan dan biaya
pendukung lainnya;

d. khusus untuk pengadaan Alutsista baru juga
dihitung keseluruhan biaya LCC yang meliputi biaya
pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan dan
penghapusan; dan

€. biaya sarana dan prasarana pendukung.

Dokumen Kirbia/LCC beserta referensinya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf g antara lain

berpedoman pada:

a. informasi harga Alutsista sejenis;

b.  kontrak sebelumnya;

C. harga pasar setempat;

d. informasi ..
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d. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara
resmi;
¢. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/agen; dan
g. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(9) Kirbia juga memperhitungkan perkiraan inflasi sampai
dengan saat anggaran akan direalisasikan /jangka waktu
kontrak efektif dan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan/pengadaan.
(10) Dokumen Studi Kelayakan Alutsista TNI
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h berisi
analisa kelayakan dari  Alutsista  TNI dihadapkan
dengan berbagai aspek terkait serta solusi/mitigasi bila
diperkirakan adanya permasalahan terkait aspek
tertentu, sehingga dapat dicapai satu kesimpulan bahwa

Alutsista dimaksud layak untuk diadakan.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 14
Organisasi Renbut Alutsista TNI terdiri atas:
a. Organisasi Induk:
1. Kemhan;
2. Mabes TNI; dan
3. Mabes Angkatan.
b.  Organisasi Pelaksana:
1. Tim Perumus Backward  Planning, Skema
Pengadaan dan Elemen RKA K/L;
Tim Perumus Opsreg;
Tim Penyusun Dokumen Teknis, Daftar Calon
Penyedia Potensial dan Kirbia/ LCC; dan
4. Asisten  Logistik  Panglima TNI/Kepala  Staf
Angkatan.

Pasal ...
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Pasal 15

Kemhan sebagai Organisasi Induk dalam Renbut

Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf a angka 1, menyelenggarakan:

a.

perumusan Backward Planning, Skema Pengadaan
dan elemen RKA K/L, termasuk pengelompokan
kegiatan perencanaan kebutuhan ke dalam program
tahunan untuk dilaksanakan oleh U.O. Mabes
TNI/Angkatan; |
supervisi penyusunan dokumen Renbut Alutsista
TNI di U.O. Mabes TNI/Angkatan;

penyusunan dokumen Renbut Alutsista TNI tahap
akhir;

pengawasan terhadap proses Renbut Alutsista TNI;
dan

pengendalian terhadap fungsi strategi, anggaran,
penguasaan teknologi/ ToT, imbal dagang,

kandungan lokal dan ofset serta Litbang.

Mabes TNI sebagai Organisasi Induk dalam Renbut

Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf a angka 2, menyelenggarakan:

a.

b.

perumusan Opsreq Alutsista U.O. Mabes TNI;
penyusunan Dokumen Teknis, Daftar Calon
Penyedia  Potensial, Kirbia/LCC dan  Studi
Kelayakan;

Renbut Alutsista U.O. Mabes TNI; dan

pengawasan terhadap keseluruhan proses di U.O.

Mabes TNI.

Mabes Angkatan sebagai Organisasi Induk dalam Renbut

Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf a angka 3, menyelenggarakan:

a.

b.

perumusan Opsreq Alutsista U.O. Angkatan;
penyusunan Dokumen Teknis, Daftar Calon
Penyedia  Potensial, Kirbia/LCC dan  Studi
Kelayakan;

penyusunan dokumen Renbut Angkatan; dan

d. pengawasan ...
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(1)

d.
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pengawasan terhadap keseluruhan proses di U.O.

Angkatan.

Pasal 16

Tim Perumus Backward Planning, skema pengadaan dan

elemen RKA K/L sebagai Organisasi Pelaksana dalam

Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 huruf b angka 1:

a.
b.

dibentuk oleh Dirjen Kuathan Kemhan;

keanggotaan tim selain dari Ditjen Kuathan Kemhan
juga melibatkan perwakilan dari Ditjen Strahan
Kemhan, Ditjen Renhan Kemhan, Ditjen Pothan
Kemhan, Baranahan Kemhan, Balitbang Kemhan,
Pembina Item/Pembina Materiil/Pembina Teknis,
KKIP, BUMNIP, dan pihak lain sesuai kebutuhan;
dan

referensi utama yang digunakan dalam perumusan
yaitu Postur Pertahanan Negara dan dokumen
Strategis Pertahanan Negara lainnya, serta Undang-
Undang tentang Industri Pertahanan dan peraturan

pelaksanaannya.

Tugas dan kewenangan tim sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:

a.

merumuskan dan menyiapkan dokumen yang
dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani
oleh Tim Perumus;

mengundang personel di luar tim dengan keahlian
tertentu yang diperlukan dalam perumusan;
sebelum pengesahan berita acara, tim terlebih
dahulu memaparkan dokumen di hadapan Dirjen
Kuathan Kemhan dan pejabat lain yang terkait; dan
dokumen yang disetujui disahkan oleh Dirjen

Kuathan Kemhan atas nama Menteri.

Pasal 17

Tim Perumus Opsreq sebagai Organisasi Pelaksana

dalam ...
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dalam Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf b angka 2:

a. dibentuk oleh Asisten Operasi Panglima TNI/Kepala
Staf Angkatan atas nama Panglima TNI/Kas
Angkatan;

b.  Wakil Asisten Operasi Panglima TNI/Kepala Staf
Angkatan sebagai Ketua Tim;

c. keanggotaan Tim selain dari Staf Operasi
TNI/Angkatan juga meliputi perwakilan dari Ditjen
Strahan Kemhan, Ditjen Pothan Kemhan, Balitbang
Kemhan/Dinas Penelitian dan Pengembangan
Angkatan, Pembina Item/Pembina Materiil/ Pembina
Teknis, dan pihak lain sesuai kebutuhan; dan

d. referensi utama yang digunakan dalam perumusan
Opsreq yaitu Postur Pertahanan Negara, dokumen
Backward Planning, Skema Pengadaan, dan Elemen
RKA K/L.

Tugas dan kewenangan Tim sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merumuskan Opsreq masing-masing Alutsista TNI
yang dituangkan dalam Berita Acara dan
ditandatangani oleh Tim Perumus;

b. mengundang personel di luar Tim yang memiliki
keahlian tertentu dan diperlukan dalam perumusan;

c. sebelum pengesahan Berita Acara, Tim terlebih
dahulu memaparkan rumusan Opsreq dihadapan
Asisten Operasi Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan
dan pejabat lain yang terkait; dan

d. rumusan Opsreq yang disetujui disahkan oleh
Asisten Operasi Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan
atas nama Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan.

Pasal 18
Tim Penyusunan Dokumen Teknis, Daftar Calon
Penyedia Potensial dan Kirbia/LCC sebagai Organisasi

Pelaksana dalam Renbut Alutsista TNI sebagaimana

dimaksud ...
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dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 3:

a.

dibentuk oleh Asisten Logistik/Asisten Komunikasi
dan Elektronik Panglima TNI atau Asisten Logistik
Kepala Staf Angkatan;

Wakil Asisten Logistik/Wakil Asisten Komunikasi
dan Elektronik Panglima TNI atau Wakil Asisten
Logistik Kepala Staf Angkatan sebagai Ketua Tim;
keanggotaan Tim terdiri atas personel Staf
Logistik/Staf Komunikasi dan Elektronik TNI/Staf
Logistik Angkatan, Staf Operasi TNI/Angkatan,
Pembina Item/Pembina Materiil/Pembina Teknik
dan pihak lain sesuai keperluan; dan

referensi utama yang digunakan yaitu Opsreq,
Undang-Undang tentang Industri Pertahanan,
Backward Planning, Skema Pengadaan, dan Elemen

RKA K/L.

(2) Tugas dan kewenangan Tim sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

menyusun Dokumen Teknis awal termasuk sarana
dan prasarana pendukung yang diperlukan, Daftar
Calon Penyedia awal, dan Kirbia/LCC awal dengan
batasan waktu sesuai jadwal pada Backward
Planning;

melakukan pendalaman terhadap Dokumen Teknis
awal, Daftar Calon Penyedia awal,dan Kirbia/LCC
awal;

membuat rumusan akhir Dokumen Tcknis Alutsista
TNI, Daftar Calon Penyedia Potensial, dan
Kirbia/LCC yang dituangkan dalam Berita Acara;
dan

memaparkan Dokumen Teknis Alutsista TNI, Daftar
Calon  Penyedia  Potensial, dan Kirbia/LCC
dihadapan Asisten Logistik/Asisten Komunikasi dan
Elektronik Panglima TNI atau Asisten Logistik
Kepala Staf Angkatan dan pejabat lain yang terkait.

Pasal ...
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Pasal 19

Asisten Logistik Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan

sebagai Organisasi Pelaksana dalam perencanaan

kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf

b angka 4:

a. bekerja secara struktural;

b. dibantu oleh Pembina Item/Pembina Materiil /
Pembina Teknik, Staf Logistik TNI/Angkatan, dan
pihak lain sesuai keperluan; dan

c. referensi utama yang digunakan yaitu Postur
Pertahanan Negara, Backward Planning, Skema
Pengadaan, dan Elemen RKA K/L dan Opsreq.

Tugas dan kewenangan Asisten Logistik Panglima TNI/

Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:

a. menghimpun, mengkompulir dan mengevaluasi
Dokumen Teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial,
Kirbia/LCC, Hasil Studi Keclayakan beserta
referensinya yang terkait;

b. menyusun Renbut Alutsista TNI dengan batas
waktu sebagaimana tercantum pada penjadwalan

dalam Backward Planning;

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Alur dan Matrik

Pasal 20
Alur Renbut Alutsista TNI dimulai setelah Postur
Pertahanan Negara disahkan sampai dengan
menghasilkan dokumen Renbut yang memenuhi
kelayakan untuk proses penganggaran.
Alur Renbut Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran! yang merupakan

bagian ...




bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21
Matrik Tata Cara Renbut Alutsista TNI merupakan
uraian singkat dari keseluruhan tata cara penyusunan
Renbut.
Matrik Tata Cara Renbut Alutsista TNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Paragraf 1
Penyusunan Backward Planning, Skema Pengadaan,
dan Elemen RKA K/L

Pasal 22
Backward Planning, Skema Pengadaan, dan Elemen RKA
K/L yang merupakan dokumen awal dalam Renbut
Alutsista TNI mulai disusun segera setelah Postur
Pertahanan Negara disahkan. .
Ditjen Kuathan Kemhan menganalisa secara
keseluruhan kebutuhan gelar dalam Postur Pertahanan
Negara selanjutnya menyusun Backward Planning untuk
menentukan kapan kegiatan awal (penyusunan Opsreq)
masing-masing Alutsista harus dimulai.
Berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2) Ditjen Kuathan Kemhan melakukan
pengclompokan Backward Planning ke dalam kegiatan
tahunan sesuai kebutuhan agar keseluruhan tahapan
perencanaan dapat dilakukan tepat waktu.
Backward Planning, Skema Pengadaan, dan Elemen RKA
K/L untuk masing-masing item Alutsista TNI,
dituangkan dalam Berita Acara, ditandatangani oleh Tim
Perumus, dan disahkan oleh Dirjen Kuathan Kemhan

atas nama Menteri.

(5) Backward ...
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Backward Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan perhitungan mundur periodisasi kegiatan
mulai dari penggelaran sampai dengan penyusunan
Renbut Alutsista TNI, dengan urutan penjadwalan
sebagai berikut:
a. jadwal penggelaran Alutsista;
b.  jadwal delivery time, meliputi:
1.  waktu produksi;
2. waktu instalasi; dan
3. waktu penyerahan.
c. Jjadwal pemilihan/penunjukan penyedia dan aktivasi
kontrak;
d. jadwal turunnya DIPA atau penganggaran;
e. Jjadwal proses pengajuan anggaran/penyusunan
RKA K/L;
f.  jadwal penyusunan Renbut awal, meliputi:
1. waktu penyusunan Opsreq;
2. waktu penyusunan dokumen teknis, calon
penyedia potensial, dan Kirbia/LCC;
3. waktu penyusunan studi kelayakan;
4. waktu penyusunan perumusan akhir; dan
S. waktu penyusunan Renbut Alutsista TNI.
Backward Planning sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Skema Pengadaan mengidentifikasi:

a. cara pengadaan dengan membeli atau membuat;'

b sumber dari Dalam Negeri/Luar Negeri;

c. pemaketan terkait dengan jumlah dan waktu
pembangunan;

d. pendanaan dengan Rupiah Murni, Pinjaman Luar
Negeri, Pinjaman Dalam Negeri atau Hibah; dan

e.  kebutuhan imbal dagang, kandungan lokal dan

ofset bila diperlukan.

(2) Cara...
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Cara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mekanismenya diatur dalam peraturan tersendiri
tentang penelitian, pengembangan dan rekayasa, sampai
dengan menghasilkan dokumen Renbut Alutsista TNI
sesuai kebutuhan.

Elemen RKA K/L mengidentifikasi Output, Outcome, dan
indikator kinerja.

Sebelum pengesahan Berita Acara, Tim terlebih dahulu
memaparkan Skema Pengadaan dihadapan Dirjen
Kuathan Kemhan dan pejabat lain yang terkait.
Dokumen dan Berita Acara Skema Pengadaan dilaporkan
Dirjen Kuathan Kemhan kepada Menteri.

Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan Kemhan membuat
surat kepada Ka U.O., dengan mcngacu pada
penjadwalan Backward Planning untuk menyusun
dokumen Renbut U.O. yang dimulai dari penyusunan

Opsreq.

Paragraf 2

Penyusunan Dokumen Opsreq

Pasal 24
Dokumen Opsreq disusun sesuai penjadwalan dalam
Backward Planning.
Penyusunan dokumen Opsreq sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk masing-masing Alutsista TNI
dilaksanakan oleh Tim perumus Opsreq yang dibentuk
oleh Asisten Operasi Panglima TNI/Kas Angkatan.
Dokumen Opsreq sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dengan mengacu pada kebutuhan kemampuan
yang diamanatkan dalam Postur Pertahanan Negara
serta memperhatikan cuaca, medan dan tantangan
operasi gelar Alutsista.
Tim merumuskan Opsreq masing-masing Alutsista TNI,
dituangkan dalam Berita Acara, ditandatangani oleh Tim

Perumus dan disahkan oleh Asisten Opcrasi Panglima

TNI/Kepala ...
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TNI/Kepala Staf Angkatan atas nama Panglima TNI /
Kepala Staf Angkatan.

(5) Sebelum pengesahan Berita Acara, Tim Perumus
paparan terlebih dahulu dihadapan Asisten Operasi
Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan dan pejabat lain
yang terkait.

(6) Berita Acara dilaporkan Asisten Operasi kepada Ka U.O.

dengan tembusan Menteri dan Dirjen Kuathan Kemhan.

Paragraf 3

Penyusunan Dokumen Teknis

Pasal 25

(I) Dokumen teknis disusun dengan merujuk pada:

a. Opsreg;

b. peraturan terkait;

c. kemampuan penyedia barang/jasa;
d. kontrak sebelumnya;

e. internet/ website;

f. media massa;

g. brosur; dan

h. data lain yang terkait.
(2) Dokumen teknis terdiri atas:
a. Spektek;
b. rencana distribusi;
c. sarana dan prasarana pendukung;
d. standarisasi, kelaikan, dan kodifikasi; dan

e. design, model, dan prototype (bila dipcrlukan).

Pasal 26
Spektek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2)
huruf a berisi persyaratan dan kemampuan teknis serta hal
teknis terkait lainnya dari Alutsista TNI yang dibutuhkan
untuk memenuhi Opsreq, meliputi:
a. jenis/type;
b. dimensi;
c. limitasi;

d. kelengkapan ...
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kelengkapan;
e, warranty;
f. usia pakai (Life time);

kapasitas; dan

509

gambar.

Pasal 27

Rencana distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf b disusun sesuai dengan kebutuhan gelar
dalam rangka kebutuhan operasional maupun persediaan.

Pasal 28

Sarana prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf c¢ disusun sesuai kcbutuhan dari
Alutsista yang diadakan antara lain untuk mendukung
pengoperasian, pemeliharaan, pengujian, pecnyimpanan,

pembekalan, dan pengamanan.

Pasal 29

Standardisasi, kelaikan, dan kodifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dari Alutsista yang
diadakan  disesuaikan dengan  ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 30
Design, model, dan prototype sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf e, dalam hal pembangunan Alutsista

baru harus melalui tahapan rancangan yang teruji.

Bagian Kedua

Penyusunan Calon Penyedia Potensial dan Kirbia/LCC

Paragraf 1

Penyusunan Calon Penyedia Potensial

Pasal 31
Untuk mendapatkan Calon Penyedia Potensial dilakukan

dengan merujuk diantaranya pada:

a. calon ...
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calon penyedia yang telah terdaftar;

internet/ website;

media massa; dan

undangan calon penyedia yang belum terdaftar.

Paragraf 2
Penyusunan Kirbia/LCC

Pasal 32

Untuk mendapatkan Kirbia/LCC dilakukan dengan:

a.

menggali dan membandingkan informasi dari para
calon penyedia potensial/lainnya;

membandingkan harga materiil sejenis;

kontrak sebelumnya;

informasi harga satuan yang dipublikasikan secara
resmi;

analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/agen;

informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
menyesuaikan kondisi baik spektek maupun aspek
lain yang berpengaruh terhadap biaya atau harga;
dan

aspek lain sebagaimana dimaksud dalam huruf d,
diantaranya:

1. derajat/intensitas Transfer of Technology (ToT);
2. kapabilitas penyedia;

3. operasional/combat provent;

4. derajat kandungan lokal;

S. delivery time;

6. masa warranty; dan

7. kelayakan operasional.

Komponen perkiraan biaya/LCC meliputi:

a.
b.

biaya perencanaan;
biaya administrasi kegiatan meliputi biaya Wasdal,

wji fungsi/uji terima, dan kelaikan;

c. harga ...




(3)

-7

c. harga Alutsista TNI termasuk biaya asuransi,
angkutan/distribusi, pajak, pelatihan, dan biaya
pendukung lainnya;

d. biaya pengoperasian, pemeliharaan, dan
penghapusan; dan

e. biaya sarana prasarana pendukung.

Perkiraan biaya juga memperhitungkan perkiraan inflasi

sampai dengan saat anggaran akan direalisasikan/

jangka waktu kontrak efektif dan jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan/pengadaan.

Bagian Ketiga

Pendalaman

Pasal 33
Pendalaman dapat dilakukan melalui presentasi,
peninjauan, demo dan uji, studi katalog dan media serta
kegiatan intelijen.
Pendalaman dilakukan secara iteratif (berulang) selama
masih ada penyedia yang dinilai layak untuk dikaji dan
masih tersedia waktu.
Dalam pelaksanaan pendalaman, Tim mecnyiapkan kisi-
kisi penilaian, yang bersumber dari data dokumen teknis
dan Kirbia/LCC yang sudah disusun.
Kegiatan pendalaman dilaksanakan dengan melibatkan
personel dari Mabes TNI dan masing-masing Angkatan.
Personel yang terlibat mempersiapkan referensi dari
berbagai sumber terkait dengan Alutsista TNI yang akan

dipaparkan, ditinjau, didemokan atau diuji.

Bagian Keempat

Validasi

Pasal 34
Validasi dilaksanakan berdasarkan hasil pendalaman

melalui presentasi, peninjauan, demo, uji, studi katalog,

dan ...
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dan media, serta intelijen.

Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk mendapatkan:

a. Dokumen Teknis yang lebih memberikan
keuntungan dalam memenuhi Opsreq;

b. Calon Penyedia yang potensial; dan

c. Kirbia/LCC yang lebih valid.

Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara iteratif, apabila masih ada penyedia yang dinilai

layak untuk dijajaki dan masih tersedia waktu untuk

mendapatkan dokumen teknis, Calon Penyedia potensial,

dan Kirbia/LCC yang valid, validasi dapat dilakukan

kembali.

Bagian Kelima
Studi Kelayakan dan

Paparan Dokumen Perencanaan Kebutuan

Paragraf 1
Studi Kelayakan

Pasal 35

Terhadap Dokumen Teknis, Calon Penyedia Potensial
dan Kirbia/LCC yang valid sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) dilakukan studi kelayakan dengan
memperhatikan prinsip dalam Doktrin Pertahanan
Negara dan Strategi Pertahanan Negara scrta aspek
antara lain:
a. untuk pengadaan dalam negeri:

teknis;

operasional;

interoperability;

ekonomi/finansial;

1
2
3
4. sumber bahan/komponen;
5
6 legal;

7

organisasi; dan

8. target ...
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8. target gelar.
b.  untuk pengadaan luar negeri:
1. teknis;
2. operasional;
3. interoperability;
4. sumber (negara produsen/pabrikan);
S. ekonomi/finansial;
politik;
legal;
organisasi;
target gelar; dan
10. pemberdayaan.
Dalam hal ditemukan adanya ketidaklayakan pada salah
satu atau beberapa aspek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka harus dilakukan penyesuaian seperlunya
secara iteratif pada Dokumen Teknis, Calon Penyedia

Potensial dan/atau Kirbia/LCC.

Paragraf 2

Paparan Dokumen Renbut

Pasal 36

Dokumen Renbut Alutsista TNI yang telah dinyatakan
layak selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani  oleh  Tim dan  disahkan oleh
Aslog/Askomlek Panglima TNI atau Aslog Kas Angkatan
atas nama Ka U.O.

Sebelum pengesahan Berita Acara, Tim terlebih dahulu
memaparkan Dokumen Renbut Alutsista TNI dihadapan
Asisten Logistik/Asisten Komunikasi dan Elektonik
Panglima TNI atau Asisten Logistik Kas Angkatan dan
pejabat lain yang terkait.

Bagian ...
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Bagian Keenam

Penyusunan Dokumen Renbut

Paragraf 1

Penyusunan Dokumen Renbut U.O.

Pasal 37

Asisten Logistik/Asisten Komunikasi dan Elektronik Panglima

TNI/Kepala Staf Angkatan:

a.

menghimpun, mengkompulir dan mengevaluasi
dokumen teknis, Daftar Calon Penyedia Potensial,
Kirbia/LCC, Hasil Studi Kelayakan beserta referensi yang
terkait;

menyusun seluruh Renbut Alutsista TNI dari semua
Pembina [tem /Pembina Materiil/Pembina Teknik
scbagaimana tercantum pada penjadwalan dalam
Backward Planning;

melaksanakan paparan mengenai Renbut Alutsista TNI
kepada Ka U.O. serta pejabat terkait lainnya; dan
melaporkan kepada Menteri c.q. Dirjen Kuathan Kemhan

dokumen Renbut Alutsista TNI yang telah dipaparkan.

Paragraf 2

Penyusunan Dokumen Renbut TNI

Pasal 38

Dokumen Renbut Alutsista TNI dari U.O. disampaikan

kepada Dirjen Kuathan Kemhan selanjutnya dilakukan

kegiatan:

a. menghimpun dan mengkompulir Dokumen Renbut
U.O.;

b. mengevaluasi kesesuaian Dokumen Renbut U.O.
dengan Backward Planning, Skema Pengadaan dan
Elemen RKA K/L;

¢. menyusun dokumen Renbut U.O. menjadi Dokumen

Renbut TNI; dan

d. mclaksanakan ...
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d. melaksanakan paparan Renbut TNI kepada Menteri
serta pejabat terkait lainnya.

Dirjen Kuathan Kemhan menyerahkan Dokumen
Renbut TNI beserta dokumen-dokumen pendukungnya
kepada Menteri.

Dirjen Kuathan Kemhan menyerahkan Dokumen
Renbut Alutsista TNI yang telah disetujui oleh Menteri
kepada Dirjen Renhan Kemhan sebagai dokumen

pendukung dalam proses penganggaran.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 39
Dirjen Kuathan Kemhan setelah menyusun Backward
Planning Alutsista menyiapkan Dokumen Renbutnya,
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya
penyusunan Opsreq, selanjutnya memberitahukan
secara tertulis kepada U.O. terkait untuk
mempersiapkan dimulainya proses Renbut, dengan
disertai Backward Planning Alutsista yang dimaksud.
Pemberitahuan Backward Planning Alutsista yang
diterima oleh U.O. terkait, maka U.O. bckerja sesuai
Jadwal yang ada dan melaporkan perkembangannya pada
akhir tiap tahap dari masing-masing produk.
Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mcliputi:
a. Opsreq;
b. dokumen teknis;
c. calon penyedia potensial;
d. Kirbia/LCC; dan
&, studi kelayakan.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditujukan kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Kuathan

Kemhan.

Pasal ...
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Pasal 40

Bila terjadi perubahan terhadap Postur Pertahanan Negara,

Ditjen Kuathan Kemhan dengan melibatkan pihak terkait

melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan dan produk

Renbut Alutsista TNI yang telah selesai disusun maupun yang

sedang dilaksanakan penyusunannya.

(1)

BAB VII
PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Pengendalian dilaksanakan oleh seluruh unsur pimpinan
terkait mulai dari tahapan penyusunan Backward
Planning, baik terkait materi maupun batas waktu,
sampail dengan tersusunnya dokumen Renbut secara
lengkap.

Pemantauan dalam rangka  pengendalian dapat
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal masing-masing
U.O., untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai

Backward Planning.

Pasal 42
Itjen Kemhan melaksanakan pengawasan secara
keseluruhan Renbut Alutsista TNI.
[tjen TNI/Angkatan melaksanakan pengawasan
keseluruhan Renbut Alutsista TNI di satuan terkait

sesuai dengan Tupoksinya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan untuk pelaksanaan Renbut Alutsista TNI
melalui APBN Kementerian Pertahanan dan TNI yang

meliputi:

a. honorarium ...
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a. honorarium personel organisasi Renbut Alutsista
TNI termasuk staf pendukung dan staf pelaksana;

b. biaya rapat, diskusi, perjalanan dinas untuk
peninjauan, mengikuti demo/uji coba,
pengumpulan dan pengolahan data;

c. biaya penggandaan dokumen Renbut Alutsista TNI;
dan

d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan Renbut Alutsista TNI.

(2) Kementerian Pertahanan dan TNI dapat mengusulkan
besaran Standar Biaya Kementerian Pertahanan/TNI
terkait honorarium bagi personel organisasi Renbut
Alutsista TNI, yang diajukan pada saat pengajuan biaya
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga untuk
anggaran tahun berikutnya.

(3) Kebutuhan pembiayaan mulai dibuat perkiraannya pada
saat perumusan Backward Planning, untuk kemudian
terus disempurnakan secara iteratif oleh Ditjen Kuathan
Kemhan sampai dengan menjelang dibutuhkan untuk

proses penganggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Materiil
Pertahanan Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan
dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 121), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 45
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

GRS

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal =1 oo 2000

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL
INDONESIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

ALUR PERENCANAAN KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI

_ JAKSTRA
 (STRAHAN)

& Gelar Alutsista
pd Postur Hanne,

* Backward Planning
* Skema Pengadaan*?

* Elemen Planggaran®3
(Ditjen Kuathan)

¥

Opsreq V
(SopsViabes TNI/ Angk)

il
25

Kebut. Kuat, Puan |

PERENCANAAN KEBUTUHAN*1

DOK. TEKNIS*4, CALON PENYEDIA, KIRBIA/LCC v

(BIN ITENVI/ BINTEK MABES TN1 / ANGKATAN)

Rumusan awal:
_|* Dok. Teknis

"« Calon Penyedia
 Kirbia/LCC
beli l,

Litbang-
yasa DN

L

buat

h

* Dok. Teknis
* Penyedia

Presentasi, Tinjau,
Demo, Uji, Studi Katalog

e
pa
o
P

» 6

ya

Audit keselurdhan/:,!fjgfﬁl

Supervisi mulai opsreq:

Ditjen Kuathan & pothan
ap(s.p

-

S S L
Dim ikuti paparan,
peninjauan, demo
& uji, siapkan kisi-
kisi utk menilainya,

, & Media, Intelejen
¥

Validasi:

* Dok. Teknis

* Calon Penyedia
* Kirbia/LCC

penyedia

v

Potensial.
* Kirbia/LCC

Studi Kelayakan

belum

Sesuaikan

lain &

ada kbur?

*1 perubahan suatu rumusan, diikuti review thd rumusan thp berikutnya.
*2 Skema P’adaan: Buat/ Beli, DN/LN (Imbal Dagang, Kandungan Lokal, offset),

layak

a. Backward Planning

b. Skema Pengadaan

c. Elemen Penganggaran.
d.

e. Dok. Teknis & ref.nya.
f. Calon Penyedia

g.
h.

Dokumen Renbut:

Opsreq.

Potensial

Kirbia /LCC &ref.nya

Studi Kelayakan.
(‘"‘/’—_——*———v>‘7

L/Dak. Renbut
- (Slog Angk./ Mabes TNI/

Jenis Dana, Pemaketan dll

Kuathan)

s

' PENGANGGARAN |

(RENHAN)

'IRPJP, Renstra, Renja, RKA L

Dok. Pelaksanaan

bersumberdr *3 Elemen Penganggaran: RKA K/L, PHLN, PDN, RM !
opsreq, dok. teknis *4 Dok. Teknis: beli : Spektek, distribusi, kebut. Sarpras, stand, laik & kodifikasi. PENGADAAN ‘
& Kirbia/ LCC. buat: + Design & Model yg teruji, serta Prototipe bila diperlukan. g & PEMBlAYAANKM;

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

W/W

RYAMIZARD RYACUDU




LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA
TENTARA NASIONAL INDONESIA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERIODISASI PERENCANAAN KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI BELI DI LUAR
NEGERI

PERobIsAst .
 PERENCANAAN KEBUTUHAN ALUTSISTA ™

hPe s';gedza
2t Kontrak

~ 1thnAnggaran

Perencanaan Kebutuhan

1bin* Bhlnt oo ‘ lbin 1 bln 1 bin .
S ol L ; /f # o f*
s . { ; i/ ‘ / ;
/L o vy s
. Pandsieman, termasuk studi Perumusan { Dok,
Opsr e g A Pirseari B} . — Ranbn T
i ran {ieratily iy |5 Hanbut TNE

CONTOH PERHITUNGAN BACKWARD PLANNING ip&{.l i)i i.§\

e o | Durasi Deadiing Myl i *f’;(:e‘bufuhaﬁ waktunya  harus

o tbutany dilihat kasus per kasus. Semakin
kompleks “alutsista,  semakin
butub waktu lebih banyak, shg
perlu  penyesuaian  pd  durasi
St bockword planning-nya.

1 iPengpelaran )
2 Delivery Fimee 24
3 Pl mex iha & mmt i\mmu# G

Renbut yg lengkap & terverifikasi

Dari masa delivery dan .. data dukungnya akan permudah
buat kontrak, maka masuk.; Penganggaran {meminimalkan
Renstra 2015-2019 & pertanyaan, pemblokiran & revisi)
£2020-2024, TA 2018-2020, - serta mempetlancar pengadaan
(Multiyears 3 TA) : {meminimalkan kegagalan memilih

penyedia & wanprestasi kontrak).




PERIODISASI PERENCANAAN KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI BUAT/BELI DI

DALAM NEGERI

Pengesghan
Postur

Susun
| Renbut

14 bin*

PERIODISASI

PERENCANAAN KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI

Penganggaran DIPA
{PP/90/2010]

Bua% Kontrak

Tunjuk Mitra &

Prod., Instalasi, Penyerahan®

Delivery
Time

s
Vi

IPenggeiaran x

Prototype, Mitra (MoU/PKS)
Kirbia/LCC dan Pendalaman,
studi kelavakan iteratif

Renstra 2015-2019 &
2020-2024, TA 2018-2023,
(Multiyears 5 TA)

e. Opsreq

21 Napember 201%

i b}i“n? 1 bin 1 bm ibin
B | \ e 1
Opsre [ spektek/Design/Model /Protatype, Mitra (MoU/PKS) Kirbia/LCC Perumusan Dak, Daok.
il dan Pendalaman, termasuk studi kelayakan secara iteratif Akhir Renbut UQ || Renbut THNI
CONTOH PERHITUNGAN BACKWARD PLANNING DUAT/ BELI DI DM
. Sagiatan Durasl | peadiine nutal Galetaunis *Kebutuhan  waktunya  harus
fiudan) eglatin dilihat kasus per kasus. Semakin
1 {Penggelaran 0% OKLODEr 2024] Anti5 pos: £1hs1a5: 5/tuass di LTS kompleks alutsista, semakin
2 lpelivery Time 75 05 Juli 2018] 1 batch . :
3 [ Tupjuk Mitra & Buat Kontrak 35 Jund 2016 Sesual kemampuan UILP/PPR but;’lh waktu ‘Eb’i‘!h bar&yalg Shg
4 (Penganpgaran 12 05 Juni 2017 periu penyesuqtan B urasi
Penyesuaian Igl pengangearan 01 januari 2017|5esual FR/SQ/I010 ttg RKA K/L backward planning-nya.
5 (Susun Renbut: " ’
. Dok Renbut THE 1 01 Desember 2016 Renbut yg lengkap & terverifikasi
b. Dok Renbut UO 1|01 Nopember 2016 Dari masa deliverydan | data dukungnya akan permudah
c. Perurmusan Akhir 3 01 Oktober 2016 buat kantrak, maka masuk — penganggaran (meminimaikan
d. Spektek/Design/Madel/ 10 | 01 Desember 2015 pertanyaan, pemblokiran & revisi)

serta memperlancar pengadaan
{meminimaikan kegagalan memilih
penyedia & wanprestasi kontrak).

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU




LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIANOMOR TAHUN 2015
TENTANGPENYELENGGARAAN PERENCANAAN
KEBUTUHAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA
TENTARA NASIONAL INDONESIA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

TATA CARA PERENCANAAN KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI

No. Kegiatan Penanggungjawab | Pendukung R%ie:;r;sl Waktu Mekanisme Produk ~ Urgensi
1 Z 3 4 5 6 7 8 9
1 Backward Dirjen Kuathan KKIP, Ditjen Postur Hanneg | Segera setelah 1. Tim merumuskan 1. Sprin Tim Perumus. 1. Sebagai dasar terkait
Planning, Skema | dengan membentuk Strahan, Ditjen dan dokumen Postur disahkan, Backward Planning, 2. BA Backward materi dan waktu
Pengadaan dan Tim Perumus Renhan, Ditjen strategis hanneg | dan dilakukan Skema Pengadaan dan Planning, Skema untuk proses tahap
Elemen RKA K/L. | Backward Pothan, lainnya, serta revisi bila terjadi Elemen RKA K/L untuk Pengadaan dan berikutnya
‘ Planning,Skema Baranahan, UU tentang revisi postur yang masing-masing item Elemen RKA K/L, (penyusunan opsreq
Pengadaan dan Pembina Item, Industri berpengaruh. alutsista, dituangkan beserta referensi dan seterusnya).
Elemen RKA K/L BUMNIP, pihak Pertahanan dan | Dalam waktu dalam BA, ditanda tangani terkaitnya. 2. Menjadi referensi
lain sesuai dan turunannya | maksimal tiga oleh Tim Perumus dan 3. Laporan Dirjen awal dalam
keperluan. serta Peraturan | bulan harus dapat disahkan oleh Dirjen Kuathan kepada penyusunan RKA K/L
Perundangan diselesaikan. Kuathan. Menhan tentang terkait Output,
Secara proaktif Backward Planning Backward Planning, Outcome, indikator
persiapan dapat menghitung mundur Skema Pengadaan “kinerja, proyeksi giat/
dilakukan paralel periodisasi kegiatan mulai dan Elemen RKA K/L. anggaran dalam
dengan tahap dari penggelaran sampai 4. Surat Dirjen Kuathan KPJM.
akhir penyusunan dengan penyusunan Kemhan kepada Ka 3. Menjadi pegangan
Postur, oleh Renbut yang dimulai dari UO untuk: bagi APIP untuk
Ditjen Strahan perumusan opsreq. a. susun Opsreq, pengawasan.
Kemhan. Skema Pengadaan h. Dokumen Teknis 4. Menjadi Referensi
penyedia bagi BUMNIP dalam
potensial, Kirbia/ menyusun RENSTRA
LCC serta Renbut dan RENJA.
uo.




mengidentifikasi sumber

(DN/LN), pendanaan (RM,

PLN, PDN), kebutuhan

imbal dagang, kandungan

lokal dan ofset.

Elemen RKA K/L

mengidentifikasi Output,

Outcome, indikator kinerja,

dan lain-lain.

. Sebelum pengesahan BA,

Tim paparan terlebih

dahulu dihadapan Dirjen

Kuathan dan pejabat lain

yang terkait.

. BA dilaporkan Dirjen

Kuathan kepada Menhan.

. Dirjen Kuathan bersurat

kepada Ka UQ, dengan

mengacu penjadwalan
pada Backward Planning,

Skema Pengadaan dan

elemen RKA K/L, untuk:

a. susun Opsreq,

b. Dokumen teknis,
penyedia potensial,
Kirbia/ LCC serta
menyusun Renbut UO
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Perumusan Opsreq

Asops Panglima
TNI/Kas Angkatan
yang kemudian
membentuk Tim
Perumus Opsreq.

Ditjen Strahan,
Ditjen Pothan,
Ditjen Kuathan,
Sops Mabes
Angkatan,
Pembina ltem,
BUMNIP, pihak
fain sesuai
keperluan.

Postur Hanneg,
Backward
Planning ,
Skema
Pengadaan dan
elemen RKA
K/L.

Sesuai jadwal
untuk tiap
alutsista dalam
Dokumen
Backward
Planning.

. Tim merumuskan Osreq

masing-masing alutsista,
dituangkan dalam BA,
ditandatangani oleh Tim
Perumus dan disahkan
oleh Asops TNI/Angkatan
a.n. Ka UO.

. Sebelum pengesahan BA,

Tim paparan terlebih
dahulu dihadapan Asops
TNI/Angkatan dan pejabat
lain yang terkait.

. BA dilaporkan Asops

kepada Ka UQ, tembusan
Menhan Cq. Dirjen
Kuathan.

. Sprin Tim Perumus.
. BA Opsreq, beserta

referensi terkaitnya.

. Laporan Asops

kepada Ka UO.

. Surat Ka UO untuk

menyusun dokumen
teknis,
mengidentifikasi
penyedia potensial,
membuat Kirbia/
LCC serta menyusun
Renbut dengan
penjadwalan sesuai
Backward Planning.

Sebagai dasar dalam

penyusunan dokumen
teknis, Calon Penyedia
potensial, Kirbia/ LCC.

Penyusunan
Dokumen Teknis,
Calon Penyedia dan
Kirbia/ LCC

a. | Penyusunan
dokumen
teknis Awal,
Daftar Calon
Penyedia Awal
dan Kirbia/
LCC Awal.

Aslog/ Askomlek
TNI Angkatan
dengan pelimpahan
membentuk Tim
Penyusun Dokumen
teknis, Daftar Calon
Penyedia Potensial
dan Perkiraan
Biaya/ LCC dengan
Waaslog/
Waaskomlek
sebagai Ketua Tim.

Sops Mabes TNI,
Sops Mabes
Angkatan
terkait, pihak
lain sesuai
keperfuan.

1. Opsreqg, UU
tentang
Industri
Pertahanan,
Backward
Planning dan
Skema
Pengadaan.

2. kebutuhan
har & gun
yang tidak
masuk dalam
postur.

Sesuai Dokumen
Backward
Planning.

. Tim menyusun dokumen

teknis Awal termasuk

kebutuhan sarpras (untuk

pemeliharaan,

penyimpanan, diklat),

awak, teknisi, gadik,

kurikulum dll, Daftar Calon
Penyedia Awal, dan
Kirbia/ LCC Awal
dengan materi
berdasarkan Opsreq
dan Skema Pengadaan,
dan

. Sprin Tim Penyusun.
. BA dokumen teknis,

Calon Penyedia
Potensial, Kirbia/
LCC, beserta
referensi terkaitnya.

. Laporan Aslog/

Askomlek Panglima
TNI atau Aslog Kas
Angkatan kepada Ka
uo.

1. Sebagai dasar yang

akuntabel dalam
penyusunan Rencana
Kebutuhan.




Pendalaman
(iteratif)

1) Paparan
Calon
Penyedia,
Peninjauan
Lapangan,
Demo & Uji

2) Validasi
Spektek,
Daftar Calon
Penyedia dan
Kirbia/ LCC

batasan waktu sesuai
jadwal pada Backward
Planning.

. Tim melakukan

pendalaman secara iteratif

(berulang) selama masih

ada penyedia yang dinilai

layak untuk dijajagi dan
masih tersedia waktu,
melalui:

a. Paparan Calon
Penyedia, Peninjauan
Lapangan, Demo &
atau Uji; dilanjutkan
dengan

b. Validasi Spektek, Daftar
Calon Penyedia dan
Kirbia/ LCC.

. Dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut butir
2.a. Tim menyiapkan kisi-
kisi untuk menilainya,
yang bersumber dari
dokumen teknis dan
Kirbia/LCC yang sudah
disusun.

. Tim membuat rumusan

akhir dokumen teknis
Alutsista dan Sarana
Pendukungnya, Daftar

4. Sprin Ka UO kepada
Asrenum Panglima
TNI/ Asrena Kas
Angkatan untuk
menyusun Rencana
Kebutuhan dengan
data dukung seluruh
dokumen tersebut di
atas dan batasan
waktu penyelesaian
sesuai dengan
penjadwalan pada
Backward Planning.




Perumusan
akhir (iteratif)

1) Penyusu-
nan Spektek
dan Sarpras-
duk, Daftar
Calon P'dia
P'sial & Kirbia/
LCC.

2) Studi
Kelayakan

Calon Penyedia Potensial,
beserta studi kelayakan
secara iteratif s.d.
didapatkan rumusan yang
layak.

. Studi kelayakan sekurang-

kurangnya meliputi bidang
sebagaimana Lampiran.

. Rumusan yang telah

dinyatakan layak
selanjutnya dituangkan
dalam BA yang
ditandatangani oleh Tim
dan disahkan oleh Aslog/
Askomlek Panglima TNI
atau Aslog Kas Angkatan
a.n. Ka UO.

. Sebelum pengesahan BA,

Tim paparan terlebih
dahulu dihadapan Aslog/
Askomlek Panglima TNI
atau Aslog Kas Angkatan
dan pejabat lain yang
terkait.

. BA dilaporkan kepada Ka

Uo, tembusan Menhan
Cq. Dirjen Kuathan
Kemhan.

. Ka UO perintahkan

Asrenum Panglima TNI/
Asrena Kas Angkatan
untuk menyusun Rencana
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9. Ka UO perintahkan
Asrenum Panglima TNI/
Asrena Kas Angkatan
untuk menyusun
Rencana Kebutuhan
dengan data dukung
seluruh dokumen
tersebut di atas dan
batasan waktu
penyelesaian sesuai
dengan penjadwalan
pada Backward
Planning.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

RYAMIZARD RYACUDU
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